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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TUBAN
RISALAH RAPAT DPRD
HARI : JUMAT
TANGGAL : 10 APRIL 2026
PUKUL : 14.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
TUBAN
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2026
SIFAT : TERBUKA
ACARA RAPAT : REKOMENDAS!| PANSUS DPRD TENTANG LAPORAN
KETE -RANGAN PRTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TUBAN TAHUN 2025
PIMPINAN RAPAT
NAMA : SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIS RAPAT:
NAMA : SRI HIDAJATI, S.Sos., M.lkom..
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN
JUMLAH ANGGOTA :
1. FRAKSI PARTAI GOLKAR : 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN : 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA : 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM . 4 ORANG
6. FRAKS| DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN .6 ORANG
JUMLAH : 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :
1. FRAKSI PARTAI GOLKAR : 18 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 4 ORANG
3 FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN 4 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM 3 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN 1 ORANG

JUMLAH

: 35 ORANG
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NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

SUGIANTORO, S.K.M.

H.M. MIYADI, S.Ag. MM

ANDHI HARTANTO, S.Pd

LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM
SURATMIN, SH

ANGGA NUR FAUZI, SH

AHMAD ABDUL WAS!', S.Kom.
SUCI VERAWATI, A, Md.Kep.

EDI SUSANTO

M. ROSMUL FUAD, SE

Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.
TARIYANTO, S.Kep. Ns
KHOIRUL INAYAH

SRI RAHAYU, S.Pd.

DWI RAHAYU PRIHATININGSIH
SUNARTO

AGUH SETYO WACONO, S.T.
ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.
NURUL HIDAYAH

MUNIR

HANIF ABDILLAH, S.Pd.

M. NADHIF AULIYA AUTHON

TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.
H. MUKSON, S.Pd.

LULUK KAMIM MUZIZAT, SH
ASEP NURHIDAYATULLOH, S,IP.
SISWANTO, S.T.

FAHMI FIKRONI, SH
MUTAFARDAH, S.Pd.|

MOH. ZUHRI AL

SUMARTONO

MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH
MATDASIM

H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos
ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap
Ir. H. ADNAN KOHAR

MUSTAIN

ELIS YUANITA DEWI, S.PI

Hj. TRI ASTUTI, SH

MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd
SIGIT ARI WIJAYA

LUQMANUL HAKIM, S.E.
MUHAMMAD EKA SUHERI, S.1.Kom.
PRESLY DI OKTO

IMAM SUTIONO, SH
MUHAMMAD ILMI ZADA, ST

SULASIH NOER MAHFUDLOH., SE.,S.Pd

AGUK SAHABUDIN, ST
ACH. HUSAM
MAFTUKIN, S.Kom
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MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA
MENDAPATKAN SYAFA’AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.

ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS
NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG
SEBESAR-BESARNYA.

BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA
PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR
HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 35 (TIGAPULU LIMA)
ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB
DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA
QUORUM TELAH TERCAPAI DAN IJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT
PARIPURNA DEWAN INI DENGAN MENGUCAP :
“ BISMILLAHIRROHMANIRROHIM “

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TUBAN DENGAN ACARA PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN
TUBAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025, PADA :

HARI INI : JUMAT
TANGGAL : 10 APRIL 2026
PUKUL : 15:15 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

(KETOKAN PALU 3X)

SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA

URUT SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN.

2. PEMBACAAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN.

3. PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP
LKPJ BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025.






PIMPINAN RAPAT :

KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. AHMAD ABDUL WASD’,
S.Kom. YANG TELAH MEMBACAKAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TERHADAP LKPJ BUPATI TUBAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025.

SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI,
MEMASUKI ACARA KETIGA ADALAH PENYERAHAN REKOMENDASI LKPJ
BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KETUA DPRD
KEPADA BUPATI TUBAN.

UNTUK ACARA INI SAYA SERAHKAN KEPADA PEMBAWA ACARA UNTUK
MEMANDUNYA.

PEMBAWA ACARA:

~

~

~

ASSALAMU’ALAIKUM WR, WB,
HADIRIN YANG KAMI HORMATI;
ACARA SELANJUTNYA ADALAH PENYERAHAN REKOMENDASI LKPJ
BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DARI KETUA DPRD
KEPADA BUPATI TUBAN.
KAMI PERSILAKAN PARA PIMPINAN DPRD, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TUBAN UNTUK MENEMPATKAN DIRI DAN DILANJUTKAN DENGAN ACARA
PENYERAHAN REKOMENDASI LKPJ BUPATI TUBAN AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2025 DARI KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN KEPADA BUPATI
TUBAN.
HADIRIN DIMOHON BERDIRI.

( PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TUBAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025)

PEMBAWA ACARA:

~

PENYERAHAN REKOMENDASI TELAH SELESAI, BUPATI, WAKIL BUPATI
DAN PARA PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN DISILAKAN KEMBALI
KETEMPAT.

HADIRIN DISILAKAN DUDUK KEMBALL

ACARA SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN KEMBALI KEPADA YTH. KETUA
DPRD KABUPATEN TUBAN SELAKU PIMPINAN RAPAT.















LAPORAN PANITIA KHUSUS INI DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI
BERIKUT:

L

PENDAHULUAN

IL. PEMBAHASAN
Il. ~ ANALISA DAN REKOMENDASI

IV.  KESIMPULAN DAN PENUTUP

PENDAHULUAN

PADA KESEMPATAN INI PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TUBAN
MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT YANG TELAH
MEMBERIKAN WAKTU KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN REKOMENDASI
PANITIA KHUSUS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPTI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025.
YANG TELAH MENJADI TUGAS PANSUS UNTUK MEMBAHAS DAN MENGKAJINYA
SECARA LEBIH MENDALAM. DALAM HAL INI KAMI SAMPAIKAN BAHWA
PENYAMPAIAN EVALUASI LKP] TAHUN 2025 OLEH BUPATI DISERAHKAN
KEPADA DPRD PADA TANGGAL 09 MARET 2026 DENGAN NOMOR SURAT
100.1.7/1679/414.011/2026 YANG SELANJUTKAN DIBENTUK PANITIA KHUSUS
DPRD DAN DITETAPKAN PADA TANGGAL 13 MARET 2026.

KAMI SAMPAIKAN APRESIASI YANG MENDALAM KEPADA REKAN-REKAN
ANGGOTA DEWAN DAN JUGA EKSEKUTIF YANG TELAH MELAKUKAN
PEMBAHASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM RANGKA MENGKAJI DAN
MENGOREKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKP]J) BUPATI TAHUN 2025 TERSEBUT AGAR NANTINYA DAPAT DIHASILKAN
REKOMENDASI YANG BETUL-BETUL BAIK, ASPIRATIF, DAPAT DIBERLAKUKAN
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN SELARAS DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT KABUPATEN
TUBAN.

PEMBAHASAN
1. SEHUBUNGAN DENGAN DISAMPAIKAN SURAT DARI BUPATI NOMOR:
100.1.7/1679/414.011/2026 PERIHAL : EVALUASI LKP] TAHUN 2025



DALAM KESEMPATAN INI], DPRD MELALUI PANITIA KHUSUS YANG BERTUGAS
UNTUK MEMBAHAS EVALUASI LKP] TAHUN 2025 SEBAGAIMANA YANG
DIMANDATKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN CERMAT TELAH MERESPON DAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN-KEGIATAN, SEBAGAI BERIKUT:

1. TANGGAL 13 MARET 2026 RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA PEMBENTUKAN
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP LKP] AKHIR
TANGUN ANGGARAN 2025

2. TANGGAL 25 MARET 2026 RAPAT INTERNAL PANSUS DENGAN ACARA
MEMBAHAS LKP] BUPATI TUBAN TAHUN 2025

3. TANGGAL 01 APRIL 2026 RAPAT PANSUS DENGAN TAPD MEMBAHAS LKPJ]
BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

4. TANGGAL 01 DAN 02 APRIL 2026 RAPAT KERJA KOMISI DENGAN MITRA
KERJA TENTANG LKP] BUPATI TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

5. TANGGAL 07 APRIL 2026 RAPAT GABUNGAN KOMISI DENGAN EKSEKUTIF
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TENTANG LKP] BUPAT TUBAN TAHUN
2025

6. TANGGAL 08 APRIL 2026 RAPAT KERJA PANSUS DENGAN TAPD TENTANG
PENUNTASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2025

7. TANGGAL 08 APRIL 2026 RAPAT INTERNAL PANSUS TENTANG
MENYUSUN REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

8. TANGGAL 10 APRIL 2026 PENYAMPAIAN REKOMENDASI PANSUS

DENGAN DEMIKIAN PANSUS DPRD TELAH MENJANKAN TUGAS YANG

DIBERIKAN SELAMA 13 (TIGA BELAS) HARI

DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG DIAMANATKAN, PANIITIA KHUSUS

TELAH BERPEDOMAN PADA:

1. PENJELASAN NOTA PENGANTAR BUPATI TUBAN TENTANG LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025;
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. PEMBAHASAN INTERNAL PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI;

. PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH

. PEMBAHASAN KOMISI-KOMISI
5. RAPAT GABUNGAN KOMISI
. RAPAT PENUNTASAN ANTARA PANSUS LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH

ANALISA DAN REKOMENDASI
BAPAK IBU PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMAT],
SETELAH MENCERMATI SEMUA HASIL BERBAGAI PEMBAHASAN YANG TELAH
DILAKSANAKAN ANTARA PANITIA KHUSUS DENGAN TIM EKSEKUTIF, TERDAPAT
BEBERAPA ANALISIS TEMUAN YANG DAPAT KAMI REKOMENDASIKAN SEBAGAI
BERIKUT:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN

ANALISIS:

e DITAHUN 2025, PAD KABUPATEN TUBAN DI TARGETKAN SEBESAR RP
3.256.382.628.482,51 DAN DALAM REALISASINYA SEBESAR RP
3.298.178.038.826,70 YANG ARTINYA PAD KABUPATEN TUBAN PADA
TAHUN 2025 TELAH MELAMPAUI TARGET YANG DITETAPKAN
SEHINGGA DAPAT DIKATAKAN BAIK.

e BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN 2025 DI
TARGETKAN SEBESAR RP 3.554.163.258.780,21, NAMUN YANG
TERALISASI SEBESAR RP 3.110.272.821.708,52. SEHINGGA CAPAIAN
BELANJA DAERAH MASIH SEBESAR 87,51 PERSEN.

e SEBANYAK 12,49 PERSEN ANGGARAN BELANJA DAERAH TIDAK
TERSERAP. HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA BANYAK ANGGARAN YANG
TIDAK TERPAKAI DAN TERDAPAT INDIKASI PERENCANAAN SERTA
EKSEKUSI PROGRAM YANG BELUM OPTIMAL.

|









DAN BAYI DI KABUPATEN TUBAN YANG MASIH TINGGI, GIZI IBU DAN
ANAK YANG MASIH BERMASALAH, DAN TERDAPAT KETIMPANGAN
FASILITAS KESEHATAN DI BEBERAPA WILAYAH KABUPATEN TUBAN
TERDAPAT TEMUAN ADANYA KETIMPANGAN PEMBERIAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN BPJS DAN NON-BPJS DI
BEBERAPA UNIT KESEHATAN DAERAH

TERJADINYA PENURUNAN STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT
DAERAH DR. R. KOESMA TUBAN YANG SEMULA BERADA PADA
TINGKAT PARIPURNA ATAU BINTANG LIMA MENJADI UTAMA ATAU
BINTANG EMPAT YANG FAKTOR UTAMANYA DISEBABKAN OLEH
ADANYA SANKSI DARI KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES) RI
ATAS BELUM MEMENUHI STANDAR REKAM MEDIS ELEKTRONIK
(RME).

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

PENGUATAN LAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN PENAMBAHAN
TENAGA MEDIS TERUTAMA TENAGA SPESIALIS DAN MELAKUKAN
PEMERATAAN TENAGA MEDIS DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN
TUBAN

MELAKUKAN PEMERATAAN FASILITAS KESEHATAN DI DESA
SEHINGGA TIDAK ADA KETIMPANGAN DALAM AKSES KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT

PENGUATAN PENDAMPINGAN UNTUK KELUARGA BERISIKO YANG
DILAKUKAN OLEH KADER-KADER POSYANDU DI MASING-MASING
DESA

MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PENGUATAN
SISTEM RUJUKAN YANG MUDAH, CEPAT, DAN TIDAK BERBELIT-BELIT
MENDORONG TERCIPTANUA PROGRAM SOSIALISASI GERAKAN
HIDUP SEHAT DI TINGKAT DESA DAN RUMAH TANGGA UNTUK
MEMBERIKAN PENGETAHUAN DASAR AKAN HIDUP BERSIH DAN
SEHAT

MELAKUKAN VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PENDUDUK
SECARA BERKALA SERTA MEMBANGUN SATU DATA KESEHATAN
DAERAH SEHINGGA KABUPATEN TUBAN DAPAT MENCAPAI UHC



(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) YAITU AKSES LAYANAN KESEHATAN
YANG LAYAK TANPA KESULITAN FINANSIAL UNTUK SELURUH
MASYARAKAT KABUPATEN TUBAN

MELAKUKAN PEMBINAAN TERKAIT PELAYANAN OLEH DINAS
KESEHATAN DAN BKPSDM BAGI SELURUH TENAGA MEDIS MAUPUN
TENAGA NON-MEDIS DI SEMUA UNIT KESEHATAN

MELAKUKAN EVALUASI SECARA MENYELURUH KEPADA MANAJEMEN
RUMAH SAKIT DR. KOESMA TUBAN YANG DILAKUKAN MELALUI
AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP ASPEK PELAYANAN,
SDM, SARANA DAN ADMINISTRASL

MELAKUKAN PENINGKATAN PELAYANAN TERHADAP PASIEN
DENGAN MELALUI PENGUATAN SOP PELAYANAN, MONITORING
KEPUASAN PASIEN SECARA BERKALA, DAN MELAKUKAN
PENANGANAN KELUHAN SECARA CEPAT DAN TRANSPARAN.
PEMENUHAN STANDAR AKREDITASI NASIONAL DENGAN MENGACU
PADA STANDAR DARI KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS).
BEKERJA SAMA DENGAN BKPSDM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PELATIHAN BERKALA SESUAI DENGAN STANDAR AKREDITASI SERTA
PEMBERIAN SERTIFIKASI KEPADA TENAGA MEDIS MAUPUN NON
MEDIS.

4. URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN
TUBAN
ANALISIS:

KABUPATEN TUBAN MENJADI DAERAH RAWAN BENCANA ALAM
YANG SALAH SATUNYA ADALAH BANJIR. BENCANA BANJIR DI
KABUPATEN TUBAN TIDAK HANYA TERJADI DI BEBERAPA DESA
TETAPI JUGA TERJADI DI RUAS JALAN DALAM KOTA.
PERMASALAHAN BANJIR TAHUNAN DI KECAMATAN PLUMPANG
YANG DISEBABKAN OLEH LUAPAN KALI AVOUR KUWU
MENYEBABKAN PETANI TIDAK DAPAT MELAKUKAN AKTIVITAS
PERTANIAN SEHINGGA MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT GAGAL
PANEN



REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MELAKUKAN PENGUATAN SYSTEM DRAINASE DAN IRIGASI
TERINTEGRASI MELALUI PENGADAAN REVITALISASI JARINGAN
IRIGASI YANG TERDAMPAK BANJIR DAN PEMETAAN TITIK RAWAN
GENANGAN

MENGHENTIKAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN RESAPAN MENJADI
DAERAH PEMUKIMAN DAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUANG
TERBUKA HIJAU SEBAGAI UPAYA DALAM MENGURANGI RISIKO
BANJIR DAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR, PEMBUATAN RTH
SECARA BERTAHAP MENYESUAIKAN ANGGARAN DAERAH
MELAKUKAN REHABILITASI KAWASAN HUTAN DAN DAERAH
TANGKAPAN AIR (HULU) KABUPATEN TUBAN DENGAN MENGGANTI
TANAMAN YANG DAPAT MENGUATKAN STRUKTUR TANAH DAN
MENYERAP AIR

MENDORONG PERCEPATAN NORMALISASI KALI AVUR KUWU
DENGAN MELAKUKAN PENGERUKAN, PELEBARAN, DAN
PEMBERSIHAN SEDIMENTASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN BAN]JIR
TAHUNAN DI KECAMATAN PLUMPANG. PEMBUATAN DINDING
SALURAN DENGAN BRONJONG ATAU BETON SERTA MENDORONG
DAN MENGAWAL PENYELESAIAN WADUK JABUNG RINGDYKE

5. URUSAN SOSIAL
ANALISIS:

ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN TUBAN MASIH TINGGI. HAL INI
DIBUKTIKAN DARI DATA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PADA
TAHUN 2025 YANG MASIH BERADA PADA ANGKA 14,13% ATAU
SEBANYAK 168.860 JIWA.

MESKIPUN TERDAPAT PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DARI
TAHUN 2024 SEBANYAK 0,23%, NAMUN YANG HARUS MENJADI
PERHATIAN BERSAMA ADALAH KABUPATEN TUBAN MASIH BERADA
DI PERINGKAT KE 5 (LIMA) SEBAGAI KABUPATEN TERMISKIN DI
JAWA TIMUR




REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) SECARA BERKALA DAN AKURAT SEBAGAI UPAYA
DALAM PENGUATAN DATA BASIS KEMISKINAN DI KABUPATEN
TUBAN

MENGGANDENG BALAI LATIHAN KERJA (BLK) DALAM MEMBERIKAN
PELATIHAN BERBASIS KEBUTUHAN INDUSTRI DI KABUPATEN
TUBAN DENGAN MENYASAR KEPADA KELOMPOK-KELOMPOK
KELUARGA MISKIN BERDASARKAN DATA DINAS SOSIAL

PEMBERIAN FASILITAS PELATIHAN DAN BANTUAN PERMODALAN
UNTUK KELUARGA MISKIN SEHINGGA DAPAT MENJALANKAN USAHA
MIKRO DI KABUPATEN TUBAN YANG BERBASIS POTENSI LOKAL

6. URUSAN TENAGA KERJA
ANALISIS:

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) DI KABUPATEN TUBAN
MASIH TINGGI YAKNI 3,44% ATAU BERKISAR 24.854 ORANG.
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN TUBAN MASIH DI
DOMINASI PADA SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INFORMAL
PEMUTUSAN KERJA ATAU PHK BAGI TENAGA P3K DI KABUPATEN
TUBAN SEBANYAK 41 ORANG DAPAT MEMICU PENINGKATAN
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN TUBAN DAN
DAPAT MENINGKATKAN ANGKA KEMISKINAN APABILA TIDAK
MENDAPATKAN PERHATIAN SERIUS.

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MELAKUKAN PENDATAAN BY NAME BY ADDRESS TERHADAP
PENGANGGURAN TERBUKA DAN TENAGA KERJA TERDAMPAK PHK
UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PENYUSUNAN DATABASE
TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI GUNA MEMPERMUDAH
PENYALURAN KERJA DAN TERUPDATE SETIAP TAHUN.

MELAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN
MENAMBAHKAN PROGRAM PELATIHAN YANG BERBASIS
KEBUTUHAN DUNIA KERJA



PENYUSUNAN KEBUTUHAN POSISI DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
DAERAH MAUPUN PERUSAHAAN SWASTA UNTUK PENYERAPAN P3K
YANG TERDAMPAK PEMUTUSAN KERJA DENGAN TUJUAN
MENGHINDARI PENAMBAHAN JUMLAH PENGANGGURAN DAN
JUMLAH KELUARGA MISKIN

7. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANALISIS:

PERMINTAAN DISPENSASI PADA PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN TUBAN MASIH TINGGI. HAL INI DIBUKTIKAN DARI DATA
PENGADILAN AGAMA TUBAN PADA TAHUN 2026 TERJADI
PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBANYAK 314
PERKARA YANG MAYORITAS DI DOMINASI DARI LULUSAN SD DAN
SMP

KONDISI PERGAULAN REMAJA DI KABUPATEN TUBAN SAAT INI
SEDANG MENJADI PERHATIAN SERIUS KARENA TINGGINYA ANGKA
KENAKALAN REMAJA YANG DITANDAI DENGAN MENINGKATNYA
DISPENSASI NIKAH DINI, KEHAMILAN DI LUAR NIKAH, HINGGA
KASUS ASUSILA DAN KEKERASAN.

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA INTENSIF PENDEWASAAN USIA
PERKAWINAN (PUP) KEPADA TOKOH MASYARAKAT DAN EDUKASI
MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN

MEMPERKUAT KOLABORASI DENGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK
MEMPERKETAT PROSES DISPENSASI KAWIN MELALUI KEWAJIBAN
KONSELING PSIKOLOGIS.

MENGOPTIMALKAN PROGRAM "SEKOLAH PEREMPUAN" (SEKOPER)
DAN "SEKOLAH PEREMPUAN TUBAN KELUARGA AMANAH DAN CINTA
ANAK" (SEPATU KACA) UNTUK MENCETAK KADER PEREMPUAN
YANG MANDIRI SECARA EKONOMI DAN MELEK HUKUM DI TINGKAT
DESA

MELAKUKAN EDUKASI KOMPREHENSIF PADA REMAJA DENGAN
BERKOLABORASI BERSAMA DINAS PENDIDIKAN UNTUK






PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH SERTA PEMBUANGAN SAMPAH
DAN LIMBAH SEMBARANGAN YANG MEMICU TERJADINYA
PENCEMARAN LINGKUNGAN

TINGGINYA ANGKA  KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI RUAS JALAN
SOEKARNO-HATTA DISEBABKAN OLEH KONDISI JALAN YANG
REMANG-REMANG DAN TRUK YANG MASIH TERPARKIR
SEMBARANGAN TANPA MENYALAKAN LAMPU PENANDA.

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MELAKUKAN PENANAMAN POHON PENEDUH DAN POHON
PRODUKTIF DI KAWASAN HULU (PEGUNUNGAN) RESAPAN AIR.
PENANAMAN POHON PENEDUH DAN PENGHALANG ABRASI DI
KAWASAN PESISIR (PANTAI KARANGSARI SAMPAI DENGAN
TERMINAL BARU)

MELAKUKAN SOSIALISASI SEJAK DINI MELALUI LEMBAGA
PENDIDIKAN BERJENJANG TERKAIT DENGAN BENCANA ALAM DI
KABUPATEN TUBAN DAN PENCEGAHANNYA.

PEMBUATAN TPA DAN TPST DI MASING-MASING DESA

MELAKUKAN SOSIALISASI SEJAK DINI MELALUI LEMBAGA
PENDIDIKAN BERJENJANG TERKAIT DENGAN KEBERSIHAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN DAMPAK DARI PEMBUANGAN SAMPAH
SERTA LIMBAH SECARA SEMABARANGAN BAGI KEHIDUPAN
MANUSIA

PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN DI JALAN SOEKARNO-HATTA
MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PENINDAKAN SECARA TEGAS BAGI
SUPIR YANG MELANGGAR PERATURAN PARKIR. APABILA
DIPERLUKAN DILAKUKAN PATROLI SETIAP MALAM DI JALAN
SOEKARNO-HATTA

MELAKUKAN KAMPANYE TENTANG SAMPAH SEJAK USIA DINI
MELALUI SEKOLAH-SEKOLAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT.
MENGAKTIFKAN HALTE-HALTE SEKOLAHAN UNTUK MENDUKUNG
TRANSPORTASI SIMASGANTENG.







1, SURAT PERINGATAN 2, SURAT PERINGATAN 3 SEBELUM
MEMUTUSKAN SECARA FINAL PEMBERHENTIAN

SEGERA MELAKUKAN SELEKSI UNTUK MENGISI KEKOSONGAN
JABATAN BAIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MAUPUN
PEMERINTAHAN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN YANG
OPTIMAL KEPADA MASYARAKAT

MELAKUKAN PERBAIKAN SISTEM PENILAIAN KINERJA TERHADAP
ASN DAN PPPK DIBUAT LEBIH TRANSPARAN DAN SELALU UPDATE
AGAR ASN DAN PPPK JUGA DAPAT MENGETAHUI ATAU MENGECEK
SETIAP SAAT AGAR KEJADIAN TIDAK DIPERPANJANGNNYA KONTRAK
41 PPPK TIDAK TERJADI TANPA SURAT PERINGATAN

12. URUSAN TERKAIT PUPR KABUPATEN TUBAN
ANALISIS:

KUALITAS PROYEK INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN TUBAN YANG
MASIH RENDAH DENGAN DIBUKTIKAN DARI BEBERAPA PROYEK
YANG DILAPORKAN MENGALAMI KERUSAKAN DALAM WAKTU
SINGKAT SETELAH DIBANGUN

ADANYA PENYEMPITAN JALAN RING ROAD SOEKARNO - HATTA
SEHINGGA MENYEBABKAN SERING TERJADINYA KECELAKAAN LALU
LINTAS

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MENINGKATKAN KUALITAS DARI INFRASTRUKTUR BAIK JALAN
MAUPUN BANGUNAN GEDUNG

MELAKSANAKAN PROSES PEKERJAAN FISIK LEBIH AWAL AGAR
KEBERMANFAATANNYA SEGERA DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT
DAN TIDAK TERJADI KETERLAMBATAN PEKERJAAN
MEMPERIORITASKAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS
PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

MELAKUKAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RINGROAD
SECARA TEPAT DENGAN MELAKUKAN RIDGIT BETON AGAR TIDAK
TERJADI KERUSAKAN BERULANG



PENANGGULANGAN BANJIR DI PEMUKIMAN PENDUDUK MAUPUN DI
KAWASAN PERTANIAN YANG MASIH TERUS TERJADI RUTIN
SEPANJANG TAHUN

MELAKUKAN PELEBARAN JALAN RING ROAD SOEKARNO-HATTA
KARENA TERJADI PENYEMPITAN JALAN RING ROAD LEBAR 30
METER MENJADI MENYEMPIT 20 METER DAN SERING TERJADI
KECELAKAAN SAMPAI DENGAN MENINGGAL DUNIA

MASALAH WADUK JABUNG RING DYKE KAMI MEREKOMENDASIKAN
AGAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN SELALU
BERKOORDINASI DENGAN BBWS BENGAWAN SOLO DALAM
MENANGANI WADUK JABUNG RING DYKE BERKAITAN LAHAN 550
BIDANG YANG SUDAH MENDAPATKAN GANTI RUGI ADA 493 BIDANG
DAN MASIH TERSISA 57 BIDANG YANG TERTUNDA BELUM
TERSELESAIKAN, 493 BIDANG SUDAH MENDAPATKAN GANTI RUGI
AGAR LAHAN TERSEBUT DILARANG JANGAN SAMPAI DI FUNGSIKAN
DAN DIKELOLA KEMBALI OLEH MASYARAKAT UNTUK TAMBAK DAN
LAHAN PERTANIAN . LAHAN YG BELUM TERSELESAIKAN 57 BIDANG
HENDAKNYA PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN MEMBANTU AGAR
PROSES 57 BIDANG INI SEGERA BISA CEPAT TERSELESAIKAN. UNTUK
MENANGGULANGI BANJIR DI WILAYAH PLUMPANG DAN WIDANG
PEMERINTAH DAERAH MENGUSULKAN KEPADA BBWS BENGAWAN
SOLO UNTUK MELAKUKAN NORMALISASI DIANTARANYA DIDALAM
WADUK JABUNG, SALURAN SUNGAI AVOR KUWU INTEK) DAN
SALURAN SUNGAI KELUAR ( OUTLET) HINGGA KE PINTU PEMBUANG.

13.URUSAN TERKAIT BAPPERIDA KABUPATEN TUBAN
ANALISIS:

PROGRAM YANG SAAT INI DIMILIKI OLEH SEMUA OPD MASIH
BERJALAN SECARA SENDIRI-SENDIRI (SILO) SEHINGGA TIDAK ADA
GRAND DESIGN YANG TERINTEGERASI UNTUK PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN PERCEPATAN KERJA



REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MEMBUAT INOVASI PROGRAM-PROGRAM YANG DIJALANKAN SECARA
KOLABORATIF ANTAR OPD DENGAN KEBERPIHAKAN DALAM
RANGKA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN MEMPERLUAS
LAPANGAN PEKERJAAN SEHINGGA DAPAT MENURUNKAN ANGKA
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN TUBAN

MEMBUAT LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN BARU GUNA
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT, SEHINGGA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENINGKAT

14.URUSAN TERKAIT DENGAN KOPUMDAG
ANALISIS:

BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN SENTRA
UMKM DI KABUPATEN TUBAN YANG DAPAT DILIHAT DARI BELUM
TERSEDIANYA ZONA UMKM YANG TERTATA DENGAN BAIK.

TIDAK ADANYA PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN SECARA
BERKALA SEHINGGA PROGRAM PEMBINAAN UMKM MASIH BERSIFAT
SPORADIC DAN TIDAK BERKELANJUTAN

BELUM ADANYA STRATEGI YANG MENJADIKAN DESA SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI BARU

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

MEMBENTUK SENTRA-SENTRA UMKM UNTUK MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TEMPAT-TEMPAT
STRATEGIS DI KABUPATEN TUBAN SEPERTI ABHIPRAYA, ABIRAMA,
ALUN-ALUN, DAN LAIN-LAIN

MEMBERIKAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN SECARA BERKALA
KEPADA UMKM SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN OMSET DAN
MARGIN PEDAGANG

MENYELESAIKAN ASPIRASI YANG DIBERIKAN OLEH PARA PEDAGANG
KAKI LIMA EKS. ALUN-ALUN, KEBONSARI, DAN PKL ABIPRAYA
SEHINGGA DAPAT SEGERA TERCIPTA SENTRA PKL SECARA
SISTEMATIS DAN STRATEGIS YANG DAPAT DILEWATI OLEH
PENGUNJUNG WISATA



SEGERA JEMPUT BOLA TERHADAP KDMP (KOPERASI DESA MERAH
PUTIH) GUNA MENYERAP LAPANGAN KERJA BARU DAN
MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN PEDESAAN AGAR PENGURUS
KDMP BENAR-BENAR BERASAL DARI KALANGAN ANAK-ANAK MUDA
PRODUKTIF PENCARI KERJA.

PEMERINTAHAN DAERAH HARUS MEMBUKA PINTU KOMUNIKASI
DAN KOORDINASI DENGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEHINGGA
PARA PKL INI DAPAT BERJUALAN DAN BERTEMU LANGSUNG DENGAN
KONSUMEN SEHINGGA JUALANNYA LAKU DAN DAPAT
MENINGKATKAN PENDAPATAN.

DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH DAERAH HARUS
MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MENGEVALUASI AGAR DISTRIBUSI
PUPUK BERSUBSIDI HARUS MELIPUTI TEPAT JENIS, TEPAT JUMLAH,
TEPAT HARGA, TEPAT TEMPAT, TEPAT WAKTU, TEPAT MITU DAN
HARUS TEPAT SASARAN PENERIMA.

LPG 3 KG BERSUBSIDI DI DALAM DISTRIBUSI HARUS TEPAT SASARAN
UTK ITU PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN
DAN MENGEVALUASI TERHADAP QUOTA PADA DI SETIAP AGEN DAN
PANGKALAN, SEHINGGA LPG 3KG BERSUBSIDI BENAR BENAR UNTUK
RUMAH TANGGA MISKIN, UMKM MIKRO, PETANI KECIL DAN NELAYAN
KECIL SEHINGGA BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK BERHAK
MENDAPATKAN, TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LPG 3 KG
BERSUBSIDI, DALAM HAL INI DISTRIBUSI LPG 3 KG BERSUBSIDI
DALAM PENDISTRIBUSIANNYA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN KTP,
SIDIK JARI DAN RETINA SEHINGGA LPG 3 KG BERSUBSIDI TEPAT
SASARAN.

15.URUSAN PARIWISATA DAN OLAHRAGA
ANALISIS:

BELUM TERCIPTANYA WISATA TERINTEGRASI DI KABUPATEN TUBAN

SEHINGGA MASIH MUNCUL PERMASALAHAN YANG BERKAITAN
DENGAN PEDAGANG DI TEMPAT-TEMPAT WISATA KABUPATEN

TUBAN




REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026:

e MENCIPTAKAN PARIWISATA TERINTEGRASI GUNA MENYELESAIKAN
KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT DENGAN ANGKUTAN SHUTTLE
PENGUNJUNG SUNAN BONANG, PEDAGANG BOOM, PEDAGANG
PARKIRAN KEBONSARI, PEDAGANG MAKAM SUNAN BEJAGUNG

e MEMBUAT EVENT-EVENT KEGIATAN PARIWISATA DAN OLAHRAGA
TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT

e DALAM MENINGKATAN PAD MELALUI SALAH SATUNYA DARI SEKTOR
WISATA, HIDUPKAN KEMBALI WISATA PANTAI BOOM MENJADIKAN
WISATA ANDALAN KABUPATEN TUBAN KARENA WISATA BOOM
MERUPAKAN BANGUNAN BERSEJARAH YANG PERLU DILESTARIKAN
DAN DIPROMOSIKAN HENDAKNYA WISATA BOOM MAMPU MENARIK
WISATAWAN DENGAN MEMPROMOSIKAN SEPERTI
A. PROMOSI ENDORSMENT VLOG, TIKTOK ,INSTAGRAM.

B. PROMOSI VISUAL

C. PROMOSI WISATA HISTORIS

D. PROMOSI KEGIATAN : CARE FREE NIGHT, PAMERAN KULINER
KHAS TUBAN, PAMERAN BUDAYA DAN SEJARAH, MUSIK DLL.

e WISATA BOOM JUGA HARUS MENJADI RANGKAIAN WISATA TERPADU
SEHINGGA WISATA BOOM DENGAN WISATA LAINNYA DAPAT
MENDUKUNG SECARA TERKAIT. MISALNYA DENGAN WISATA REGILI
SUNAN BONANG DLL.

e PEMERINTAH DAERAH HENDAKNYA MELAKUKAN REHAB
PEMBANGUNAN WISATA BOOM DENGAN MENONJOLKAN
PEMBANGUNAN GERBANG PANTAI BOOM DENGAN PROFIL SEJARAH
RONGGOLAWE ATAU MENONJOLKAN BANGUNAN RELIGI KEWALIAN,
HAL TERSEBUT AKAN DAPAT MENARIK PARA WISATAWAN SEHINGGA
DAPAT MENINGKAT PAD.



16.URUSAN TERKAIT KEUANGAN
ANALISIS:

REALISASI PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN PADA TAHUN
ANGGARAN 2025 MENCAKUP 69 SUB KEGIATAN DENGAN ALOKASI
ANGGARAN SEBESAR RP 550.184.672.678,50. DARI ALOKASI
TERSEBUT, REALISASI ANGGARAN MENCAPAI RP 470.068.197.605,00
ATAU 85,44% YANG MENUNJUKKAN ADANYA TINGKAT PENYERAPAN
ANGGARAN DALAM KATEGORI BAIK. MESKIPUN DEMIKIAN MASIH
TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN TARGET DAN REALISASI DI BEBERAPA
PROGRAM SERTA PERMASALAHAN LAINNYA ADALAH BELANJA
DAERAH YANG BELUM SEPENUHNYA BERBASIS KINERJA.

ADANYA PENINGKATAN PAD KABUPATEN TUBAN AKAN TETAPI
BERSUMBER DARI PAJAK SEHINGGA MEMBERIKAN BEBAN
TAMBAHAN BAGI MASYARAKAT DAN TERKESAN TIDAK ADA INOVASI
PROGRAM YANG DIJALANKAN UNTUK MENINGKATKAN PAD

REKOMENDASI DPRD TAHUN 2025 UNTUK DI TAHUN 2026

MELAKUKAN EVALUASI BELANJA AGAR TEPAT SASARAN DENGAN
MENGEDEPANKAN PADA STRATEGI PRO-POOR, PRO-JOB, PRO-
GROWTH YANG MERUPAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
KOMPREHENSIF DENGAN FOKUS PADA PENINGKATAN EKONOMI,
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA, DAN PENGURANGAN KEMISKINAN
SECARA BERSAMAAN.

MELAKUKAN PENINGKATAN PORSI BELANJA YANG BERSIFAT
PRODUKTIF DENGAN MENYASAR PADA KEBUTUHAN UNTUK
INFRASTRUKTUR, EKONOMI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

TETAP TINGKATKAN PAD AGAR KEMANDIRIAN FISKAL DAPAT
TERCAPAI TETAPI TIDAK HANYA MENGANDALKAN PENINGKATAN
PAD MELALUI PAJAK AGAR ADA TEROBOSAN MELALUI PENINGKATAN
OPTIMALISASI ASET-ASET DAERAH DAN PEMBUATAN UNIT-UNIT
USAHA STRATEGIS SERTA MENINGKATKAN KEUNTUNGAN BUMD
MENITIKBERATKAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH PADA
KINERJA OPD DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN
MEMPERLUAS LAPANGAN PEKERJAAN.



PAD KAB TUBAN DI SEKTOR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,
PROYEKSI APBD TAHUN 2025 PAJAK DAERAH MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN (MBLB) TARGETNYA TIDAK TERCAPAI
DISEBABKAN ADANYA PERSAINGAN ANTARA TAMBANG ILEGAL
DENGAN TAMBANG LEGAL, HAL INI PENYEBAB UTAMA PENURUNAN
PAJAK MBLB DIKARENAKAN TAMBANG ILEGAL YANG MENGGANGU
HARGA PASAR. KARENA TAMBANG ILEGAL MENJUAL HASIL
TAMBANG TIDAK KENA PAJAK DAN TAMBANG LEGAL DI KENAKAN
OBSEN PAJAK DAERAH. ALASANNYA PENGUSAHA TAMBANG ILEGAL
ENGGAN UNTUK MENGURUS IJIN DIKARENAKAN SULITNYA
PROSEDURNYA DAN BIAYANYA MAHAL, PENGURUSAN IJIN IUP
PRODUKSI DAN IJIN IUP PRODUKSI KAMI MENDORONG AGAR
PEMERINTAH DAERAH KAB TUBAN MEMPERMUDAH PENGAJUAN
PERSYARATAN IJIN TAMBANG, JIKA DI KABUPATEN TUBAN TIDAK
ADA TAMBANG ILEGAL DAN SEMUANYA ADALAH TAMBANG LEGAL
YAKIN PAD AKAN MENINGKAT, JIKA PENGUSAHA TAMBANG ILEGAL
KESULITAN DALAM  PENGURUSANYA  [JIN  HENDAKNYA
BERKOLABORASI DAN BERMITRA DENGAN KOPERASI DESA MERAH
PUTIH, UNTUK PENGURUSAN PERIJINAN DILAKUKAN OLEH KDMP
HINGGA SAMPAI IUP PRODUKSI, SESUAI ARAH DAN TUJUAN KDMP
MENJADI PENGGERAK EKONOMI KERAKYATAN YANG ADA DI TEMPAT
DESA ITU.

REALISASI APBD KABUPATEN TUBAN 87% SEKIAN SEHINGGA ADA
SILPA ANGGARAN 12% SEKIAN , KAMI MENDORONG AGAR TIDAK
TERJADI SILPA TINGGI DI TAHUN DEPAN PADA REALISASI APBD
TAHUN 2025 SILPA SEBESAR 485 MILYAR SEKIAN, PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TUBAN HARUS MENGEVALUASI DAN
MENINGKATKAN ANALISA PERENCANAAN YANG MATANG DAN
TEPAT, PROGRAM PEMBANGUNAN DI SETIAP OPD YANG SUDAH
DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN JANGAN SAMPAI TERTUNDA
ATAU TIDAK DILAKSANAKAN, PENTINGNYA PROSES PENGADAAN
LELANG TEPAT WAKTU AGAR TIDAK TERJADI TENDER MOLOR DAN
GAGAL LELANG.



IV.  KESIMPULAN DAN PENUTUP

BAPAK IBU PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI,

PANSUS LKP] DPRD KABUPATEN MENILAI BAHWA SECARA UMUM, KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025 MENUNJUKKAN CAPAIN
YANG CUKUP BAIK KHUSUSNYA DARI SISI PENDAPATAN DAERAH. DI TAHUN 2025
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TUBAN TELAH MELAMPAUI TARGET,
SEHINGGA HAL INI MENUNJUKKAN ADANYA POTENSI FISKAL DAERAH YANG BAIK.
NAMUN, DALAM KERJA PANITIA KHUSUS MENDAPATI BAHWA MESKIPUN PAD
KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN 2025 TELAH MELAMPAUI TARGET, NAMUN
PENYERAPAN BELANJA DAERAH MASIH RENDAH DAN MASIH TERDAPAT SISA
ANGGARAN YANG TIDAK TERSERAP. SEHINGGA, HAL INI MENGINDIKASIKAN ADANYA
KELEMAHAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM YANG
MENJADIKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMERATAAN HASIL
PEMBANGUNAN MASIH LEMAH.

DISAMPING ITU, BEBERAPA PERMASALAHAN YANG MASIH BELUM TERSELESAIKAN
SEPERTI ANGKA LAMA SEKOLAH YANG MASIH RENDAH, KEMISKINAN YANG MASIH
TINGGI, JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA YANG MASIH TINGGI, BENCANA BANJIR,
DAN TENAGA KERJA MENJADI CATATAN UNTUK TERUS DI UPAYAKAN
PENYELESAIANNYA. UNTUK ITU, DPRD MELALUI PANITIA KHUSUS MENILAI BAHWA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN PERLU MELAKUKAN PERBAIKAN MENYELURUH
DALAM TATA KELOLA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PENGUATAN
KOLABORASI LINTAS OPD, FOKUS PADA PROGRAM-PROGRAM YANG BERDAMPAK
LANGSUNG BAGI MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN PEMBANGUNAN SDM. SEHINGGA, KE DEPAN DIHARAPKAN PEMBANGUNAN DI
KABUPATEN TUBAN DAPAT MENJADI LEBIH EFEKTIE, TEPAT SASARAN, DAN MAMPU
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA.

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI SANGAT DITENTUKAN OLEH KOMITMEN DAN
KOLABORASI SELURUH PIHAK TERMASUK PEMERINTAH DAERAH, DPRD,
MASYARAKAT, DAN SEKTOR SWASTA. UNTUK ITU, BEBERAPA ANALISA DAN
REKOMENDASI YANG TELAH DIPAPARKAN BESAR HARAPAN MEN]JADI PIJAKAN DAN
DASAR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAN DAN PROGRAM YANG
DIJALANKAN DI TAHUN 2026.









